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TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM PENERBITAN PASPOR

A. UMUM

Sistem penerbitan paspor dengan konsep pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Imigrasi telah diapresiasi oleh masyarakat umum karena dinilai telah
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sistem penerbitan paspor
selain mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, harus juga memperhatikan
unsur sekuriti, sehingga kepala Kantor Imigrasi sebagai pucuk pimpinan pada satuan
kerja yang melakukan penerbitan paspor, dituntut secara proaktif melakukan
pengawasan dalam tahapan proses penerbitan paspor.

Pengawasan tersebut bertujuan untuk peningkatan kewaspadaan agar paspor yang
diterbitkan dapat sesuai dengan fungsinya, tidak disalahgunakan untuk maksud dan
tujuan yang melawan hukum seperti tindak pidana perdagangan orang dan
penyelundupan manusia. Peningkatan kewaspadaan tersebut sejalan dengan amanat
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Perdagangan Orang (TPPO) yang menegaskan bahwa Pemerintah, masyarakat, dan
keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kemudian
ditegaskan kembali dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian yang menyatakan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak
pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Peningkatan kewaspadaan dalam penerbitan paspor juga ditujukan dalam rangka
memberikan perlindungan bagi calon tenaga kerja Indonesia. Seperti diketahui bahwa
tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia,
termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan,
kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak
asasi manusia. Kondisi tersebut diperparah oleh tidak maksimalnya upaya pencegahan
terhadap pengiriman tenaga kerja indonesia non prosedural.

Sebagai perwujudan peran aktif Imigrasi dalam upaya penanganan tindak pidana
perdagangan orang dan ikut serta dalam memberikan perlindungan bagi calon tenaga
kerja Indonesia, perlu melakukan tindakan yang konkret dari segi pelaksanaan tugas
dan fungsi keimigrasian berupa peningkatan kewaspadaan, penerapan prinsip kehati-
hatian, pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan paspor bagi pemohon yang
rentan menjadi korban perdagangan orang termasuk calon tenaga kerja Indonesia.

Agar pertimbangan tersebut diatas dapat dilaksanakan secara terpadu dan
berkesinambungan, dipandang perlu menerbitkan surat edaran sebagai arahan,
pedoman dan penegasan kepada seluruh jajaran imigrasi di lapangan dalam
pelaksanaan penerbitan paspor.




MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman, petunjuk
teknis dan menciptakan keseragaman dalam hal penerbitan Paspor bagi Warga
Negara Indonesia;

b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini guna memberikan kejelasan, ketertiban dan
kepastian hukum kepada Kepala Kantor Imigrasi terkait dengan penerbitan paspor
bagi Warga Negara Indonesia.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penegasan bagi seluruh Kepala Kantor Imigrasi
agar melakukan peningkatan kewaspadaan dalam penerbitan Paspor untuk mencegah
pengiriman TKI non prosedural dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DASAR

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5409);

f. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

g. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap permohonan paspor yang diajukan oleh
pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memastikan kebenaran dan keabsahan persyaratan, meliputi:

1) Persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8
Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

2) Bagi pemohon paspor untuk anak (di bawah umur 18 tahun dan belum menikah)
yang akan berangkat ke luar negeri bersama orang tuanya, selain melampirkan
persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8
Tahun 2014, juga harus melampirkan:

a) Kartu tanda penduduk orang tua yang masih berlaku atau surat keterangan
pindah ke luar negeri;




3)

b) Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara
lain bertanggung jawab terhadap keberadaan paspor anak, keberangkatan
dan kepulangannya ke Indonesia.

bagi pemohon paspor untuk anak (di bawah umur 18 tahun dan belum menikah)

yang akan berangkat ke luar negeri tidak bersama orang tuanya, selain

melampirkan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor 8 Tahun 2014, juga harus melampirkan:

a) Kartu tanda penduduk orang tua yang masih berlaku atau surat keterangan
pindah ke luar negeri,

b) Kartu tanda penduduk orang yang akan membawa keluar negeri yang masih
berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;

c) Paspor orang yang akan membawa keluar negeri,

d) Akte perkawinan atau buku nikah orang tua;

e) Surat pernyataan bermeterai cukup dari kedua orang tua yang berisi antara
lain: pemberian izin bagi anak untuk memperoleh paspor dan bepergian
keluar negeri bersama orang lain; dan

f) Surat pernyataan bermeterai cukup dari orang yang akan membawa anak,
yang berisi antara lain: pernyataan bertanggung jawab terhadap keberadaan

anak dan paspor yang dimilikinya, keberangkatan dan kepulangannya ke
Indonesia.

b. Melakukan wawancara dengan ketentuan:

1)

2)

4)

o)

1)
2)

3)

Mewawancarai (interviu) pemohon paspor secara cermat dengan metode
pertanyaan yang meliputi “5SW 1H” (What, Who, Where, When, Why dan How)
guna memverifikasi persyaratan formil dan kebenaran materiil sehingga diperoleh
keterangan mengenai maksud dan tujuan permohonan paspor kepastian,
kebenaran dan keabsahan identitas pemohon;

Mencocokkan kesesuaian antara data pada dokumen asli, dokumen fotokopi dan
fisik pemohon, serta secara pro aktif meneliti dokumen yang dilampirkan untuk
memastikan kebenaran materiil dan keabsahannya;

Apabila pada saat wawancara diketahui tujuan permohonan paspor digunakan
untuk bekerja atau terindikasi untuk bekerja, namun yang bersangkutan tidak
dapat menjelaskan secara rinci mengenai kontrak kerja, tempat kerja dan jenis
pekerjaan, permohonannya dapat ditangguhkan untuk dilakukan pengecekan
lapangan guna mendapatkan klarifikasi berupa Surat Keterangan dari dinas
tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota sesuai domisili pemohon;

Dalam hal permohonan paspor diajukan untuk anak (di bawah umur 18 tahun dan
belum menikah), kedua orang tuanya atau yang diberikan hak asuh berdasarkan
penetapan pengadilan wajib hadir di Kantor Imigrasi untuk diwawancarai, apabila
kedua orang tuanya atau yang diberikan hak asuh berhalangan hadir dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat diwakili oleh orang lain
yang dikuasakan oleh orang tuanya atau orang yang diberi hak asuh;

Dalam hal ditemukan adanya keraguan mengenai keabsahan dokumen pemohon,
permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan pengecekan lapangan.

Pelaksanaan pengecekan lapangan dilakukan dengan ketentuan:

Mendatangi alamat pemohon paspor sesuai dengan alamat yang tertera pada
dokumen persyaratan untuk mengetahui kebenaran domisili pemohon;

Mendatangi Instansi yang menerbitkan dokumen persyaratan yang dilampirkan
pemohon dalam rangka mengetahui kebenaran dan keabsahannya;

Membuat Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan;

Dalam hal hasil pengecekan lapangan ditemukan adanya dugaan pemalsuan
dokumen persyaratan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan







